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	2.2 Partisipasi Politik Perempuan
	Partisipasi berasal dari Bahasa Latin, “Pars” yang berarti bagian dan “Capere” yang berarti mengambil. Sehingga, partisipasi dapat diartikan mengambil bagian atau mengikutsertakan diri dari dalan sebuah aktivitas.  Menurut pendapat Aristoteles, partis...
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	Keterlibatan perempuan dalam politik merupakan hal yang penting karena hal ini dapat ikut memperngaruhi pembuatan suatu keputusan dan kebijakan politik. Namun dalam memenuhi ketentuan tersebut haruslah membentukk perempuan yang memiliki sumber daya ya...
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	Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk:
	a) memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
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	Pentingnya keterwakilan perempuan yaitu untuk terlibat dalam politik dapat berupa ikut mempengaruhi pembuatan keputusan dan kebijakan politik. Apabila dengan hanya membiarkan perempuan untuk memenuhi ketentuan undang-undang mengenai sistem kuota, maka...
	2.3 Affirmative Action
	Affirmative Action menurut Dahlerup adalah “positive discrimination” dalam jangka waktu tertentu dengan meningkatkan representasi kaum perempuan.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini telah merumuskan aturan tentang bentuk diskr...
	Perjuangan seorang perempuan dalam meningkatkan representasi perempuan di legislatif melalui Affirmative Action dapat dilakukan dengan melibatkan kaum perempuan lebih banyak dan lebih aktif di partai politik. Memberdayakan perempuan dalam partai polit...
	2.4 Dewan Perwakilan Rakyat
	Negara yang telah menyatakan demokrasi harus memiliki suatu lembaga dalam struktur ketatanegaraan karena selain memiliki fungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat, parlement juga memiliki fungsi pengawasan bagi lembaga lainnya terutama eksekutif. Dewan ...
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	Pemilhan umum pertama kali yang diselenggarakan di Indonesia yaitu pada tahun 1955 dibawah konstitusi UUDS 1950 dengan mekanisme pelaksanaan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1953, untuk Memilih anggota DPR dan konstituante.  Pemilihan umum adalah salah s...
	Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Pe...
	Termasuk juga ciri negara demokrasi selanjutnya ialah dengan dilaksanakannya pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak ter...
	1) ASS Tambunan, pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sckaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-waki...
	2) M. Rusli Karim, “pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk mencgakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyegarkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi”.
	3) Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka se...
	4) Parulian Donald, pemilu bukanlah segala-galanya menyangkut demokrasi. Pemilu adalah sarana pelaksanaan asas semokrasi dan sendi-sendi demokrasi bukan hanya terletak pada pemilu. Akan tetapi bagaimanapun, pemilu memiliki arti yang sangat penting bag...
	2.6 Asas Pemilu
	Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, asas-asas Pemilu di Indonesia terdiri dari 6 hal, berikut penjelasannya:
	2.6.1 Langsung
	Asas pemilu yang pertama yaitu menganut asas langsung, yang artinya para pemilih harus memberikan suaranya secara langsung, tanpa adanya perantara dan tidak boleh di wakilkan oleh orang lain. Asas langsung berguna untuk menghindari suatu kecurang atau...
	2.6.2 Umum
	Asas umum yang dimaksud yaitu pemilu diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tanpa terkecuali. Tanpa adanya perbedaan dari  berbagai suku, ras, budaya,atau agama mengikuti rangkaian pemilu jika syarat yang telah ditetapk...
	2.6.3 Bebas
	Pemilu juga menganut asas bersama, yang dimaksud bersama yaitu pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pemilih bisa memilih siapa saja calon yang diinginkan sesuai hati nurani, dengan jaminan keamanan tanpa ada int...
	2.6.4 Rahasia
	Dalam pemilu di Indonesia terdapat sistem asas rahasia. Rahasia yang dimaksud yaitu suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Pemilu bersifat tertutup dan privasi dimana tidak ada yang tahu pilihan...
	2.6.5 Jujur
	Pemilu menganut asas jujur. Pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan ...
	2.6.6 Adil
	Terakhir, asas pemilu adalah asas adil. Hal ini meliputi perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Penyelenggara pemilu harus memastikan keadilan bagi...
	Enam asas pemilu di Indonesia dan penjelasan tersebut kerap disingkat asas Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil).
	2.7 Sistem Pemilu di Indonesia
	2.8 Komisi Pemilihan Umum
	Dalam Undang-Undang Namor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga penyelenggaraan pemilu bahwa bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Dalam Undang-Undang Nom...
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